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PROPII{SI IITALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAIT BITPATI IIAI,MAIIERA BARAT

NOMOR I,E TAHUN 2A22

TEI{TANG

PEDOMAN PEITGELOLIIAI{ BELITIIIJA TIDAIT TERDUGA
DI KABUPATEIII IIAI,MATIERA BARAT

BUPATI }IALMAHERA BARAT,

bahrva dalam rangka melaksanakan lcetentuan Pe::atulan Ment*ri
Daiam Negeri Nomor 77 Tnhun 2A2A tentang Pedoman T"eknis
Pengelolaan Keriangan l)aerah, khususnva mengerlai Belania Titiak
Tercluga yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan llclanj*
Ifaerah dapai dilaksanakan dengan tertib, transparan darr aki"rntabel
sesuai dengan ke tentuan peraturan perunda ng- und angan;

bahrva berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat
Ncrmor 2 Tahun 2A'22 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah, agar
pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga lebih tertitr dall
akuntabel, rnaka pengelolaannya perlu diatur daiam Peraturan f3upati;

bahwa berdasarkan perti:nbangan sebagaimana dirnaksucl huruf a dan
huruf t), irerli-r menetnpkan Peraturan Bupati tentang Perlotnam
Pengelolaan Belanja Tirlak Terduga di Kabr-ipat"en Flalrnahera Barat.

Undang-undang Nolnor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Unclang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 1-entang Pemtrentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingi<at Il Dalam Wiiayah Daerah Su.atantra Tingkat i
Maiuku menjacli Undang-undang {Len:rbaran Negara RI Tahun 1"q85

Nomor 80,'lamb:rhan Lemharan Negara RI Nomor 165);
UncLang-undang Nornor 46 'Iahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupat"en lluru dan KaLrupaten Maluku'l'enggara Barat
(Irmbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 774, Tambahan Lembaran
l{egara RI Nomor 38qS) sebagaimana telah di u}rah datram Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lemtraran Negara RI Tahun 2000 Nornor
73, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3t)51i;
Un<lang-undang llomor 1 Tahun 2003 tentang Pernttentukan Kahupaten
Halmahera Utara, Kabupnten Halmahera Selatan, Kabr:paten
Iiepuleluan Sula, Kabupaten Halrnahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lemiraran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lrmbaran Negata Republik
indanesia Nomor a26a);
Undang-undang Nouror 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lernbaga Negara Republik Incionesia ?ahun 2003 Nnmor 47, Tanibatran
Lembaran Negara f?epr-rb1ik Indonesia Nomor a286|;
Unrlang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(l,embaran Negara Repulliik Inclonesia'fahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lnclonesia Nomor a355);
Undang-lJndang Nornor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengetrolaan
dan Tangglrrlg .lawab Keuangan l)aerah (l,erntraran Negara l?eputrtrik
irrclonesia Tahun '20A4 Nomr:r 66, Tarabahan Lemtraran Negara
Republik Indonesia Nomor a356);
Undang-undang N<lrnor 33 Tahun 2OO,+ tentang Pei'imbanga-:r Keuangart
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun '2A{J4 Nomor L'26, 'lambahan Lembaran
Negara Repriblik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tent'ang Penanggulangan Bencana
(lrmbaran Negara Republik Intlonesia 'fahun 2007 Nornor 66,
Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
Undarg-undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pemtrentukan Peraturar:
Perund;rng-undangan {Lembaran Negara l?epublik lnrlonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan l-embaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 523a];
Undang-undang Nomor 23 'Iahun '2A14 tentang Pemerintahan f]aerah
{Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor' 244,
Tarubahan Lembaran Negara Reputllik Irrrlonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan {Jnriang-
Undang Nnmor 9 Tahun 2015 tentang Pergeseran Kedua .A.tas Lindang-
Unclang Nomor 23 Tahun 2014 t-entang Pernerintahan Daerah

{Lemtraran Negara ltepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
'laralrahan I-embaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pen,velenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Inrlonesia 1'ahun
2008 Nomor 42);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {l,emtraran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL7 Nomor 73, Tambahan Lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 60al);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah il"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tamtrahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomar
63221;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 70 Tahun zOLg tentang Sistem
Inforrnasi Pemerintahan Daerah {Berita Negara Reputrlik Indonesia
Tatiun Z{}Lq Nomor 111a};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tatrun 2AZA tentalg
Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahem Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2*22
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2422;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022
teutang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A22 bntang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2A22;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2421 tentang
Perubahaa Ketiga Atas Peraturan Bupati Haknahera Barat Nomor 10

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Katrupaten
Halmahera Barat;
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MEI}IUTUSKAN :

fu{enetapkan : PtrRA.TURAN IIUPATI TtrNTANG PIiDOMAN PtrNGtrl,OLAqN BtrLAN.IA
TIDAK TF]RI]UGA DI KAI]UPATtrN HALM,{F{IIRA BARAT

BAB I
I{ETTI\T:rUATS UMUM

Pasal 1

*a1arn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halrnahera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Katrupaten Halmahera Barat.

3. Bupati adalah Bupati Ha-lmahera Barat.
4" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peratura*
Daerah.

5. Tim Anggaran Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang
bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam ralgka
penyusunan APBD.

6. Keualgan Daerah adalah semua hak dan kewajihan Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yans dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dart
kewajiban Daerah tersebu.

7. Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Satuan Kerja Pengeiola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKI) adalah
unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangal Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adaLah Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
hend.ahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
da-lam kapasitas sehagai BUD.

11. Bend.ahara Pengeluaran adal;ah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
memtrayarkan, menatausahakan, dan rnempertanggungjawahrkan uang untuk keperiuan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Satuan Ke4'a Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis
terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar
biasa.

13" Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disetrabkab, baik oleh factor alam/factcr
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timLrulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaisn
peristiwa yang disetrabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksalbeada-
beada angkasa, kebakaran hutanllahan karena factor a1am.

15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain trerupa gagal konstruksi/teknologi, gagal
modernisasi, epidemik, w'aLrah penyakit, dampak industri, iedakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

16" Bencana sosia-l adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi kon{lik sosial ar::tar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan tettor.

17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atan
kematian yang bermakna secara Epidemi l,ogis pada suatu daerah daiam kurun raraktu
tertentu.
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Kead.aan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan
transisi darurat kepemul"ihan.

Siaga Darurat Bencana ada-lah suatu keadaan terdapat potensi benca,rta, yang
mempakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil
pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertirnbangkan
kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.

Tanggap Damrat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk urenangani dampa-k buruk yang ditimbulkan, yarrg
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi kori:an, harta ber:.da, pemenuha-n
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarala.
Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPI) yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana.

Status Transisi Darurat Kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat
bersifat sementara/permanen {berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang}
dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat
segera trerfungsi' yang dilakukan sejak bertangsungnya tanggap darurat sampai dengan
tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimuiai.
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau trerjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada u,ilayah pasca bencana.

Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimtrulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah ctan masyarakat.

Rencana Kebutuhan belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan
belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh $KPD terkait.
Rencana Anggaran Biaya yarrg selanjutnya disingkat RAB arlalah rencana anggarail
braya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan
uatuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi setrelumnya terrnasuk pengembalian atas
kelehrihan pemtrayaran atas penerimaan daerah tahun setrelumnya serta untuk hal.tuan
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
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BAB II
MAITSI}D DAIT ?UJI'Al[

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturaa Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengeiolaan
treianja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujual ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang
trersunnber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib dan akuntatrel sesuai dengan
ketentuar peraturan perundang- undangan.

BAB III
RUAIIG LIIIIGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
{1} Keadaan darurat yang meliputi :

a. Bencana alam, bencana non alam, beacana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. PelaksarLaan" operasi pencarian dan pertolongan ; dan/atau
c. Kerusakan saranf prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik"



121 Keperiuan urendesak yang meiiputi;
a. Kehutuhan daerah claiam r*lngka pela-yanan dasar mas-varakat vang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran tieqjalan;
b. l3eL,an-ia Daerah _yang bersifat rnengik;rt dan belanja yang bersifat rn'ajib;

1. l3eianja Daerah -yang br:rsifat mengikat merupakan: belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan hari,is diaiakasikan oieh pemerintah daerah rlcngan
jumlah -vang cukup untuk keperluan setiap bulan daiam tahun anggaran
berkenaan seperti:
a. Belatfa pegarvai antara lain untuk pemba.varan kekurangan gaji, tunjangatl;

clatt
i;. Beianja barang rian jasa antara lain untuk pembayaran te1eportr, air, listdk

dan internet.
')" Beianja daerah yang bersifat wajib merupakan tieianja untuk terjarninnva

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar rnas3rarakat ar:tara lain
pendidikan, kesetratan, rnelaksanakan kewajiban kepada pikrak ketiga,
keu,'ajiban pemtra-varan pokok pinjaman, bunga pinjarnan yailg telah jatr,rh
telnpo, dan keu,'ajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-
undangan;

c. Pengeluaran claerah yang berada rliluar kendali pemerintah daerah clan tirlak dilpal
dipreciiksi sebetrumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; rlan/atau

d. Pengeluaran daerah iainn5ra -vang apabila clitunda akan rnenirnbulkan kerugian yang
lebih besar iragi Pemerintah Daerah dan/atau urasyarakat.

{3} Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggaraflnya
dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya , diftrrmulasikan terlebih dahuiu daiarn
RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

i4) Belanja untuk keadaan darurat dan keperiuan mendesak merupakan i:eianja ]rar:g
kriterian.la ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

t5) Per:lgembalian atas kelebihan penerirnaan rlaerah tahun-tahun sebelumnya untuk
menganggarkan pengembalian atas keletrihan pernbalraran iltas penerirnaan claerah

-yang bersifat tidak berulang yang l.edarii pada tahun sebelumn-va.
{6) l3antuan sosial yang tidak dapat direncanakan sehelumnya dialokasikan untuk

kebutuhan akitlat resiko sosial ].ang tidak dapat diperkirakan partra saat pery*usunan
APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimLrulkan r"esiko sosial -vang
lebih iresar hagi individu dan,/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB IV
PEITGA1TGGARAH BELANJA TIDAK TERDUGA

P*sal 5

{1} Per:gganggaran Lreianja tidak terduga dalam APBD eliulaikan rnenurut jenis, cl;jek,
rir:cian objek, dan sub rincian otrjek rlengan nama l3elanja Tidak Terduga.

t2) Pengganggaran belanja tidak terduga sebagaimana rlimaksud pada ayat i1i
rlialokasikan pada DPA SKPKD.

{3} I)atrarn hai belan-ja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan rlarurat,
pemerintah daerah menggunakan :

a. dana dari hasil penjadrvalan ulang capaian prograrn, kegiatan, dan sutl kegiatan
lainnva serta pengeluaran pernbia_vaan dalarn tahun anggaran belanja; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.
{41 Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan

terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

BAB V
TATA CARA PSITGGUN.AAN BT"T

Pasal 5

{i} Tata cara penggunaan B"I1' untuk mendanai keadaan clarurat dilerkukan ctrengan
tahapan:
a. Bupat-i menetapkan status tanggap darurat untuk trencana atram, bencana non alam.

bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan
peraturan perund.ang- undangan;

d



{21

b. trerdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati danlatau dokurnen lain
sesuai ketentuan Perunrlang-undangan, Kepala SKFD yang :nembutuhkan sesuai

dengan tugas dan fungsinya rnengajukan Rencana Kebutuhan l3elanja (RKtl) keparla

PI'}KD setraku BUD;
c" berdasarkan RKEI yang diajukan, PPKD selaku BUD mencajrkan dana kebutuhan

belanja diliaksurl kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tligtis
clan fungsi, paling lambat 1 {sntui hari keda terhitung sejak diterimantra RKB;

Tata cara penggllnaan BTT untuk mend.anai keperluan mendesak diiakukan meiali-ti
pergeseran a,nggaran dari belanjn tidak terduga kepada belanja SKPDIIJnit Si#D :rang
nrembidangi, rlengan tahapan sebagai bcrtkut :

a. rlalam hal anggaran trelurn tersedia, penggunaan RT'l terlebih dahulu clifi:rrnuiasikan
dalam RKA-SKPD yang membldangi keuangan ciaerah;

5.4aiarn ha1 anggaran belum tercukupi, penggunaan B'm terlebih dahulu
clifor:lulasikan dalam Peruba l-ran IIPA- SKPD ; dan

c. Rli,{-SKPl} clanlatau PeruLrahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud daiam huruf a
rlan huruf b nienjadi dasar dzilarn melakukan pemtrahan Peraturan l3upati tentang
Penjabaran API3D untuk selanjutnl,'a ditaurpung rlalarn Peraturan Daerah tentaug
Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerintah claerah yang ticiak melakukan perubahan APBIf at.au telah melakukan
perubahan APBD.

Tata cara penggunaan l3"ll1' yang cligunakan r:ntuk mendilnai ketxrtuhan lainnva
sesuai clengan ketentr-ran pernturan perundang-undangan diluar keadaan darurat datl
keperluan mendesak dilakukan rlengat tahapan :

a. dalam tral anggaran belurn tersedia, penggunaan t*1'T terlebih dahulu <liforrnulasiknn
rlalarn RKA-SKPD yang membiq.langi keunngan daeratrr;

i:. {alarn hai anggaran beiurm terr:ukupi, penggunaan BTT l-erieliih clai:ultt
cLifor:nulasikan dalam Perubahan IIPA-SKPII; dan

c. RKA-SKPD rlan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dirnaksud da1*lm hurui'r:
rlan huruf b menjadi ctasar datram *relakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Fenjabaran APBD untuk selanjutnva ditampung dalam Peraturan l)aerah tentang
Pen:bahan APEID atau ciituangkan dnlam Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD at-au telah rnelakukar:
perubahan API3D.

Tata cara penggunaan BTT.yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yrillg tidak
rlirencanakan sebelumn-va rlilakukan dengan tahapan :

a. Kepala SKPD mengajukan Rencaua Kebutuhan Belanja {RKB} paling iama 1 (satui
trari kcpada PPKD selakn BIJI);

b. PPKD selaku BUD meiakukan veri{ikasi dan ntencairkan Belanja Tidak 'lerduga
kepa<la Kepala SKPII terkait paiing lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanv;t
RKB dengan lengkap dan benar;

c. Pagu alokasi anggaran .vang tidak rtrapat direncanakan sebelumny*1 tidak melebihi
pagu alokasi anggaran -yang clirencanakErn.

BAB VI
MEI{ANISME PEIIIGAJUAN BTT

Pasal 7

{li Mekanisme Pengajr-ran BTT untuk keadaan riarurat. sebagai tleikut:
a. tiKPD yang akan melaksanakan tanggap darurat bencana, konfiik sosial, <lan/atan

kejaciian luar biasa mengaS'ukan permohonan peilggunaan BTT kepatla Bupati untuk
mendapatkan persetu-j uan ;

b. apatrila pengal'uan kepada Bupati sebagairnana dimaksud dalam huruf a menclapat
persetujuan, maka SKPD _yang melaksanakan lungsi penanggulangan bencana atau
SI{PD yang menangani ke.-jadian luar biasa meng jukan pencai::an kepada PPKI}
dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Beianja {RKI3};

c. tterdasarkan usulan sebagaimarra tersebut pacia huruf b, PPKD selaku BLItf
mencairkan BTT paling lambat i {satui hari kerja sejak diterimanya pennohoneur
pencairan beserta lampirannya; clan

r1. pencair:an dilakukan <lengan mekanisme LS kepada pihak ketiga atau Tll kepada
Ilenclahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
atau SKPD !'ang menangani kejadian luar biasa dan mengacu pa<ia peraiuran
pen-rndang- undangan yarrg Lrerlaku "

i3)

{4}

x



{3}

t1t Mekanisme Penga;'uan BTT untuk keperluan mendesak yang trelum dianggarkan
sebagai berikut:
a. SXpn mengajukan permohonarl persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan

disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
b. berdasarkan pennohonan SKPD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati teniang

Persetujuan Penggunaan BTT;
c. atas dasar Keputusan Bupati, Kepala SKPD teknis pengguna anggaran mengusulkan

Rencana KeLrutuhan Belanja {RKB} kepada PPKD selaku BUD dan setranjutnya
SKPKD melakukarl pergeseran anggaran d"ari mata anggaran BTT kepada belanja
SKPD teknis sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;

d.. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan oleh PPKD selaku
BUD dan mendapat persetuj'uan Sekretaris Daerah dengan melakukan perutrahan
Peraturan Bupati tentang Penjatraran APBD;

e. d"alam ha1 penggunaan BifT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan,
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dllakukan dalam proses
penyusunall perubahan APBD, apabila penggunaan BT1I dilakukan setelah
perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikal dalam Laporan Realisasi
Anggaran {LRA); dan

f. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang
mengajukan perrnohonan sesuai dengan mekanisme pengelotraan keuangan daerah-

Mekanisme Pengajuan BTT untuk pengemhralian atas kelebihan penerimaan tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:
a" unit ke{a/SKPD pengeloLa penerimaal rnelakukan verifikasi atas kebenaran klaim

yang diajukan pemohon atas keletrihan penerimaan daerah tahun-tahun setrelumnya
yang telah ditutup, dengan dilampiri :

1. Surat permohonarr pengembalian dari pemohon;
2. Surat tanda setoral (STS) atau bukti sejenisnya;
3. Fotocopy rekening trank atas nama pemohon klaim;
4. Bukti-bukti iain yang sah"

tr. trerdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola penerimaan
mengajukan pefinohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;

c. berd,asarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf tr, PPKD selaku BUD
mencairkan BTT; dan

d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas narla bendahara
pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim"

Mekanisme Pengajuan Bantuan sssial yang tidak dapat rlirencanakan sehelurnnya
dialokasikan untuk kebutuhan akiirat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
setlelumnya, sebagai tlerikut:
a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja {RKB) paling lama 1 (satu}

hari kepada PPKD selaku BUD;
tr. PPKD selakri BUD meiakukan verilikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD

paling trama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB"

BAE 1/II
PER?AI{GGUNETAIT'ABA1\I DAIII LAPORAN

Pasal I

Kepala SKPD yang menggunakan F3T"I, bertanggungiau,ab secara fisik elan kei;angan
iltas penggunaan BTT.
Peltanggur:gjarvaban atas pengglmaan BTT untuk clana keadaan darurat clisampaikan
oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggt-ilangan keadaan darurat atau SKFI)

]raflg melaksanakan kegiatan tcrsetrut kepacla Bupati melair-ri PPI(D, berupa iaporan
realisasi penggunaan BT'f ciilampiri dengan surat pertanggungjarn'atran mut-klk {SIITJM)
dart kepala SKPD paling lambrit tanggal 10 (sepuluh) ilulan berikutnya atau sampai
clengan kegiatan tersebut selesai. Bukti-bukti peugeluaran yang sah rlisimpan di SKFii
masing-masing.

{3} Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk beianja keperluan mendesak
dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan
pergescrarr anggaran dari BT"T.

{4} fertanggungjawaban BTT untuk penger:nbalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya
dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, trerupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

{4}
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{2}
i3)

Pasal 9

K*pala SKPD pengguna BTT menyampaikan laporan pertanggungjawatran penggunaan BTT
l*ngkap dengan laporan rekapitulasi kepada Bupad melalui Kepala SKPD yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB 1IIfi
PEITGAWASAIT

Pasal 1O

{U SKPD teknis melakukan uronitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak
Terduga.
Inspektorat mel:akukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga"
Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

BAB DT
KETTI{TUAIiI PTRALIHAIT

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat
yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi"
Hal-hat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemud"ian
oleh Bupati"

BAB X
I{ETEITfiIAIIT PTNUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di: Jaiiolo
pada tanggal : 3 Januan 2422

BAR#T,

Diundangkan di : Jailalo
padatenggal : SJanuari 2022
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